[image: image1.png]



                                              BUPATI TABANAN
                                                PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 35 TAHUN  2019
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,
	Menimbang
	 :
	
	bahwa untuk melaksanakan ketentuan  Pasal 10 ayat (4), Pasal 12 ayat (5), Pasal 14 ayat (5), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 36 ayat (5), Pasal 40 ayat (6), Pasal 41 ayat (6), Pasal 43 ayat (5), Pasal 46 ayat (3), Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 55, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II adalah Wilayah Daerah, daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

	
	
	4.
	Undang-Undang  Nomor 23 Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

	
	
	5.
	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

	
	
	6.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);

	
	
	7.
	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13).


               MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
 PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN. 
          BAB I

           KETENTUAN UMUM

           Pasal 1
                             Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
	1.
	Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

	2.
	Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten  Tabanan.

	3.
	Bupati adalah Bupati Tabanan.

	4.
	Lembaga Kearsipan Kabupaten Tabanan adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan.

	5.
	Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Badan/Dinas/Bagian/Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

	6.
	Unit Kearsipan adalah Unit Kerja yang secara fungsional mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan menangani kearsipan instansi yaitu Bagian/Sub Bagian Tata Usaha, Bagian/Sub Bagian/Urusan Umum, Sekretaris/Kepala Urusan Administrasi pada Instansi di Kabupaten Tabanan.

	7.
	Unit Pengolah adalah Unit Kerja yang ada di lingkungan Instansi sebagai pencipta dan pengguna Arsip Aktif.

	8.
	Kearsipan   adalah hal-hal   yang  berkenaan dengan arsip.

	9.
	Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, Pemerintahan Daerah, lembaga pendidikan, perusahan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

	10.
	Arsip Dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya dipergunakan secara langsung dalam pelaksanaan administrasi Negara.

	11.
	Arsip Aktif adalah arsip dinamis yang secara terus menerus diperlukan dan digunakan dalam penyelenggaraan administrasi.

	12.
	Arsip Inaktif adalah arsip dinamis yang frekwensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi telah menurun.

	13.
	Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

	14.
	Arsip Statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari sebagai administrasi Negara.

	15.
	Nilai guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip. Nilai guna arsip dibedakan menjadi nilai guna primer dan nilai guna sekunder sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor SE/02/1983.

	16.
	Jenis/Seri Arsip adalah unit-unit berkas yang dicipta, diatur dan dikelola sebagai suatu unit karena berhubungan secara fungsi atau subyek merupakan hasil dari kegiatan yang sama.

	17.
	Jangka Waktu Simpan adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan.

	18.
	Jangka Waktu Simpan Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Kearsipan/Pusat Arsip.

	19.
	Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip-arsip yang perlu dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan di Unit Kearsipan/Pusat Arsip telah selesai dan tidak memiliki nilai guna.

	20.
	Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip-arsip yang karena memiliki nilai guna sekunder wajib diserahkan ke Lembaga Kearsipan daerah.

	21.
	Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis/seri arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen.

	22.
	Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah  arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.

	23.
	Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.

	24.
	Jadwal Retensi Arsip yang disingkat dengan JRA adalah suatu daftar yang berisi sekurang-kurangnya jenis arsip beserta jangka waktu penyimpanannya dan keterangan simpan permanen, musnah atau dinilai kembali.

	25.
	Unit Pengolah adalah unit organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang mencipta arsip atau mengolah arsip dalam rangka melaksanakan fungsi dan kegiatan administrasi.

	26.
	Unit Kearsipan adalah Unit organisasi yang melaksanakan fungsi dan tugas kearsipan baik struktural maupun fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

	27.
	Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang dimuat didalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan, penataan dan penemuan kembali arsip.

	28.
	Klasifikasi keamanan arsip dinamis adalah pengkategorian/penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan Negara, Publik dan Perorangan.

	29.
	Pengamanan arsip dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.

	30.
	Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan dan keselamatannya yang meliputi arsip kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya.

	31.
	Arsip aset adalah Aset /barang yang dikuasi/dimiliki oleh Pemerintah Daerah (sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sudah diserah terimakan kepada Pemerintah Daerah).

	32.
	Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung dan dicari oleh Lembaga Kearsipan Daerah serta diumumkan kepada publik.

	33.
	Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

	34.
	Depot Arsip adalah gedung dan ruang penyimpanan arsip yang dirancang dengan struktur khusus guna memenuhi kebutuhan terhadap pelindungan arsip, serta mengutamakan tugas pemeliharaan dan perawatan arsip.

	35.
	Tim Penilai Kinerja Instansi adalah Tim yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bertugas menjamin obyektivitas penilaian oleh Pejabat Penilai Kinerja dan memberikan pertimbangan usulan kenaikan pangkat dan / atau Jabatan Arsiparis.


                                                                 BAB II

                    PROSEDUR DAN TATA CARA PENILAIAN ARSIPARIS 
	Bagian Kesatu

	Prosedur Penilaian Arsiparis

	
	

	Pasal 2

	
	

	Penilaian Prestasi Kerja Arsiparis meliputi:

	a.
	laporan kinerja;

	b.
	tim penilai kinerja;

	c.
	angka kredit kumulatif; dan

	d.
	penetapan nilai kinerja.

	Paragraf 1

	Laporan Kinerja

	
	
	
	

	Pasal 3



	Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibuat oleh Arsiparis sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

	Paragraf 2

	Tim Penilai Kinerja

	
	
	
	

	Pasal 4



	(1)
	Dalam rangka menjamin objektivitas dan keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Penilai, dibentuk Tim Penilai Kinerja.

	(2)
	Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

	
	a.
	tim penilai kinerja instansi; dan

	
	b.
	tim penilai kinerja instansi pembina jabatan fungsional Arsiparis.

	(3)
	Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu tim penilai kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Daerah.

	
	
	
	

	Pasal 5



	(1)
	Pejabat  Penilai  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab melakukan penilaian atas kinerja Arsiparis dilingkungannya.

	(2)
	Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun periode penilaian.

	(3)
	Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  didasarkan atas bukti kerja sesuai Daftar Usulan Penetapan Nilai Kerja Arsiparis.

	(4)
	Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mempergunakan Standar Kualitas Hasil Kerja sebagai panduan penilaian.

	(5)
	Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Penilai dapat berkoordinasi dengan unit kepegawaian dilingkungannya dan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.

	(6)
	Dalam hal Pejabat Penilai mendapati kesulitan dalam melakukan penilaian, maka Pejabat Penilai dapat meminta bantuan kepada sumber daya manusia kearsipan yang berkompeten untuk melakukan penilaian.

	(7)
	Pejabat Penilai berwewenang menetapkan nilai kinerja Arsiparis.

	(8)
	Hasil penilaian Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada Tim Penilai Kinerja Arsiparis untuk dilakukan evaluasi keselarasan penilaian.

	
	
	
	

	Pasal 6


	(1)
	Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pejabat Penilai dan Tim Penilaian Kinerja Arsiparis memberikan nilai kualitas terhadap Tugas Pokok dan Tugas Tambahan Arsiparis.

	(2)
	Nilai Kualitas terhadap Tugas Pokok Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kualitas hasil kerja sesuai Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis.

	(3)
	Nilai Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:

	
	a.
	nilai 100;

	
	b.
	nilai 90;
	

	
	c.
	nilai 75;
	

	
	d.
	nilai 60; dan
	

	
	e.
	nilai 50.
	

	
	
	
	

	Paragraf 3

	Angka Kredit Kumulatif

	
	
	
	

	Pasal 7


	(1)
	Pemberian angka kredit kumulatif ditetapkan berdasarkan hasil Penilaian Prestasi Kerja Arsiparis.

	(2)
	Hasil Penilaian Prestasi Kerja Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi ke dalam angka kredit kumulatif sebagai berikut:

	
	a.
	nilai kinerja 91 ke atas atau dengan sebutan ”sangat baik” mendapatkan angka kredit sebesar 150 % dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;

	
	b.
	nilai kinerja 76 – 90 atau dengan sebutan ”baik” mendapatkan angka kredit sebesar 125 % dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;

	
	c.
	nilai kinerja 61 – 75 atau dengan sebutan ”cukup” mendapatkan angka kredit sebesar 100 % dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;

	
	d.
	nilai kinerja 51 – 60 atau dengan sebutan ”kurang” mendapatkanangka kredit sebesar 75 % dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun; dan

	
	e.
	nilai kinerja 50 ke bawah atau dengan sebutan ”buruk” 
mendapatkan angka kredit sebesar 50 % dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.

	
	
	
	

	Pasal 8


	(1)
	Angka Kredit Kumulatif terdiri dari:

	
	a.
	Angka Kredit Komulatif Tahunan; dan

	
	b.
	Angka Kredit Komulatif.
	

	(2)
	Angka Kredit Komulatif Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Arsiparis setiap tahun dalam periode penilaian kinerja.

	(3)
	Angka Kredit Komulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai oleh Arsiparis sesuai jenjang jabatan yang dipangkunya untuk dapat direkomendasikan kenaikan pangkat/golongan/ruang dan jabatan.

	
	

	Paragraf 4

	Penetapan Nilai Kinerja

	

	Pasal 9


	(1)
	Arsiparis Terampil yang akan naik jenjang jabatan menjadi Arsiparis Mahir, harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 20.

	(2)
	Arsiparis Mahir yang akan naik jenjang jabatan menjadi Arsiparis Penyelia, harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 50.

	(3)
	Arsiparis Ahli Pertama yang akan naik jenjang jabatan menjadi Arsiparis Ahli Muda, harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 50.

	(4)
	Arsiparis Ahli Muda yang akan naik jenjang jabatan menjadi Arsiparis Ahli Madya, harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 100.

	(5)
	Arsiparis Ahli Madya yang akan naik jenjang jabatan menjadi Arsiparis Ahli Utama, harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 150.

	Bagian Kedua

	Tata Cara Penilaian Arsiparis

	
	
	
	

	Pasal 10

	
	
	
	

	(1)
	Arsiparis harus mencatat setiap kegiatan yang dilakukan baik kegiatan yang telah ditetapkan dalam Sasaran Kerja Pegawai tahunan Arsiparis maupun kegiatan tugas tambahan didalam Buku Kerja Arsiparis.

	(2)
	Buku Kerja Arsiparis berfungsi sebagai referensi dalam membuat Daftar Usulan Penetapan Nilai Kerja Arsiparis.

	(3)
	Arsiparis menyampaikan Daftar Usulan Penetapan Nilai Kerja Arsiparis ke Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Pejabat Pengusul.

	(4)
	Pejabat Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kepala Lembaga Kearsipan Daerah. 

	(5)
	Penilaian Prestasi Kerja Arsiparis diberikan dalam bentuk bobot nilai kinerja.

	(6)
	Bobot nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:

	
	a.
	sasaran kerja pegawai arsiparis sebanyak 60% ,dan

	
	b.
	perilaku kerja sebanyak 40%.


                     BAB III
                      STANDAR SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN
	Pasal 11


	Tempat penyimpanan Arsip yang disebut dengan Depot Arsip merupakan bangunan yang meliputi:

	a.
	ruang kerja;

	b.
	ruang penyimpanan;

	c.
	ruang publik; dan

	d.
	ruang instalasi teknis.

	                                           Paragraf 1

	Ruang Kerja

	
	
	

	Pasal 12


	Ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:

	a.
	ruang administrasi yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan administrasi umum pegawai yang meliputi ruang pimpinan, ruang fungsional, ruang rapat, dan ruang sanitasi pegawai;

	b.
	ruang transit yang berfungsi sebagai ruangan untuk menerima Arsip-arsip hasil akuisisi maupun arsip yang akan diolah atau dipreservasi, meliputi ruangan seleksi kondisi arsip dan ruangan sterilisasi/fumigasi; dan

	c.
	ruang pengolahan, ruang reproduksi, dan restorasi.

	
	
	
	

	Paragraf 2

	Ruang Penyimpanan

	
	
	
	

	Pasal 13


	Ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi :

	a.
	ruang penyimpanan Arsip Inaktif (record centre);

	b.
	ruang penyimpanan Arsip Statis; dan

	c.
	ruang penyimpanan Arsip Vital.

	
	
	
	

	Pasal 14


	Ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas :

	a.
	kertas/konvensional;
	

	b.
	elektronik;
	

	c.
	peta/kearsitekturan;
	

	d.
	audio/rekaman suara;
	

	e.
	foto (positif negatif);
	

	f.
	film/mikrofilm (positif negatif); dan
	

	g.
	video.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Paragraf 3

	Ruang Publik

	
	
	
	

	Pasal 15


	Ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri dari :

	a.
	ruang pelayanan;
	

	b.
	ruang pameran; dan
	

	c.
	ruang baca.
	

	
	
	
	

	Paragraf 4

	Ruang Instalasi Teknis

	
	
	
	

	Pasal 16


	Ruang instalasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri dari :

	a.
	jaringan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK);

	b.
	prasarana pemeliharaan; dan

	c.
	prasarana perlindungan, penjagaan dan kontrol.

	
	
	
	


                   BAB IV

                 MEKANISME DAN PROSEDUR PEMBERIAN LAYANAN
	Bagian Kesatu

	Mekanisme Pemberian Layanan

	
	
	
	
	

	Pasal 17


	(1)
	Untuk pelayanan secara langsung, setiap pengguna Arsip wajib mengisi formulir pedaftaran pengunjung atau pendaftaran pengguna Arsip Statis.

	(2)
	Pemberian layanan Arsip Statis kepada pengguna dapat dilaksanakan setelah memenuhi syarat sebagai pengguna Arsip Statis yang sah dengan cara:

	
	a.
	mengisi formulir pendaftaran pengguna Arsip Statis yang disediakan oleh unit layanan Arsip Statis;

	
	b.
	menyerahkan fotokopi identitas dan surat izin penelitian dari instansi asal pengguna Arsip Statis;

	
	
	

	
	c.
	bagi pengguna Arsip Statis non-Warga Negara Indonesia selain yang dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan harus memiliki surat izin dari instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pemberian izin penelitian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

	
	d.
	bagi pengguna Arsip Statis yang berstatus sebagai pengguna perorangan/individu menyerahkan fotokopi identitas pribadi dan/atau izin lainnya yang ditentukan oleh lembaga kearsipan yang bersangkutan.

	
	
	
	
	

	Pasal 18


	(1)
	Untuk pelayanan secara tidak langsung, lembaga kearsipan menerima surat, surat elektronik, faksimili, maupun jenis komunikasi elektronik lainnya dari pengguna Arsip Statis.

	(2)
	Lembaga Kearsipan mencatat seluruh surat masuk yang berisi permintaan Arsip dari pengguna Arsip Statis melalui sebuah buku pencatatan layanan Arsip Statis tidak langsung.

	(3)
	Lembaga Kearsipan mengkomunikasikan seluruh surat masuk yang diterima kepada pengguna arsip statis terkait dengan mekanisme layanan arsip statis.

	(4)
	Lembaga Kearsipan dapat membantu memberikan layanan Arsip secara tidak langsung melalui penelurusan Arsip Statis yang dilakukan oleh Arsiparis atau pejabat fungsional lainnya yang terdapat di Lembaga Kearsipan bersangkutan.

	(5)
	Seluruh Arsip yang diminta dapat digandakan sesuai dengan permintaan pengguna Arsip Statis.

	(6)
	Seluruh Arsip yang telah digandakan dapat dikirimkan kepada pengguna Arsip Statis setelah menyelesaikan seluruh keawajiban yang terjadi akibat pemanfaatan jasa layanan Arsip Statis secara tidak langsung.

	
	
	
	
	

	Bagian Kedua

	Prosedur Pemberian Layanan

	
	
	
	
	

	Pasal 19


	(1)
	Setiap warga Negara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing berhak mendapat layanan.

	(2)
	Terhadap pemohon yang administrasinya lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 maka pemohon dapat dilayani.

	(3)
	Terhadap pemohon yang administrasinya tidak lengkap maka pemohon tidak dapat dilayani.


                   BAB V
                ARSIP JENIS MANUSKRIP
	Pasal 20


	(1)
	Jenis Arsip Manuskrip dapat berupa Arsip tulisan tangan seperti lontar, naskah kuno, bukan cetakan.

	(2)
	Naskah kuno sebagai salah satu warisan budaya mengandung berbagai ilmu pengetahuan, sejarah, silsilah, kesenian, dan sebagainya oleh karena itu sudah semestinya naskah kuno harus dijaga dipelihara dengan baik secara fisik maupun non fisik.

	(3)
	Secara fisik berupa perawatan, pemeliharaan, penyimpanan naskah dengan cara yang baik dan benar sesuai prosedur penanganan naskah.

	(4)
	Secara non fisik bisa berupa alih aksara, terjemahan, kajian, maupun alih media.

	
	


                   BAB VI
                    TATA CARA, PROSEDUR, MEKANISME, DAN PELAKSANAAN

                   PEMUSNAHAN ARSIP

	Bagian Kesatu

	Tata Cara

	

	Pasal 21


	(1)
	Panitia penilai pemusnahan arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta Arsip. 

	(2)
	Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

	
	a.
	pejabat dari Lembaga Kearsipan Daerah;

	
	b.
	arsiparis;

	
	c.
	pejabat dari Bagian Hukum; dan

	
	d.
	pemeriksa (Inspektorat).

	
	
	

	Pasal 22


	(1)
	Pencipta arsip mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Lembaga Kearsipan Daerah.

	(2)
	Panitia penilai dan pemusnahan Arsip melaksanakan seleksi terhadap Arsip yang akan dinilai.

	
	

	(3)
	Memverifikasi daftar Arsip usul musnah dengan JRA yang dimilikinya khususnya pada kolom retensi inaktif dan berketerangan musnah. 

	Bagian Kedua

	Prosedur

	
	

	Pasal 23

	(1)
	Pemusnahan Arsip berdasarkan JRA yang memiliki retensi dibawah 10 tahun cukup persetujuan tertulis dari pimpinan pencipta arsip dan tembusan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

	(2)
	Pemusnahan arsip berdasarkan JRA bagi arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan ditetapkan oleh Bupati.

	
	

	Bagian Ketiga

	Mekanisme

	
	

	Pasal 24



	(1)
	Menilai Arsip berdasarkan nilai guna primer dan sekunder

	(2)
	Mengelompokan Arsip kedalam 3 (tiga) kategori yaitu :

	
	a.
	arsip yang akan disimpan;

	
	b.
	arsip yang akan dimusnahkan; dan

	
	c.
	arsip yang diserahkan dalam daftar arsip.

	(3)
	Hasil penilaian dituangkan dalam pertimbangan tertulis tim penilai Arsip.

	
	
	

	Bagian Keempat

	Pelaksanaan

	
	
	

	Pasal 25


	(1)
	Pelaksanaan pemusnahan dapat dilakukan dengan cara :

	
	a.
	pembakaran;

	
	b.
	pencacahan;

	
	c.
	penggunaan bahan kimia;

	
	d.
	pulping; dan

	
	e.
	cara-cara lain yang memenuhi kriteria yang disebut dengan istilah musnah.

	(2)
	Arsip yang tercipta dalam pelaksanaan pemusnahan Arsip wajib disimpan oleh pencipta Arsip, meliputi :

	
	a.
	keputusan pembentukan panitia pemusnahan Arsip;

	
	b.
	notulen rapat panitia pemusnahan Arsip pada saat melakukan penilaian;

	
	c.
	surat pertimbangan dari panitia penilai kepada pimpinan pencipta Arsip yang mengatakan bahwa Arsip yang diusulkan musnah dan telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan;

	
	d.
	surat persetujuan dari pimpinan pencipta Arsip

	
	e.
	surat persetujuan pemusnahan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia untuk pemusnahan Arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

	
	f.
	keputusan pimpinan pencipta Arsip tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan Arsip;

	
	g.
	berita acara pemusnahan Arsip; dan

	
	h.
	daftar Arsip yang dimusnahkan.


                  BAB VII
                    PEMBERIAN IMBALAN

	
	
	
	
	

	Pasal 26


	(1)
	Dalam rangka penyelamatan Arsip Statis, Pemerintah Daerah dapat memberikan imbalan kepada masyarakat yang memberitahukan keberadaan dan/ atau menyerahkan Arsip yang masuk dalam Daftar Pencarian Arsip kepada Lembaga Kearsipan.

	(2)
	Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghargaan.

	
	
	
	
	


                 BAB VIII
                  STANDAR, PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PEMBINAAN 

                  KEARSIPAN

	Bagian Kesatu

	Standar 

	

	Pasal 27


	(1)
	Pembinaan dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah, Desa, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan swasta, Organisasi kemasyarakatan, Organisasi politik dan perseorangan.

	
	

	(2)
	Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :

	
	a.
	pembuatan tata naskah Dinas;

	
	b.
	klasifikasi Arsip;

	
	c.
	penataan Arsip; dan

	
	d.
	pemindahan Arsip.

	
	
	

	Bagian Kedua

	Prosedur

	
	
	

	Pasal 28


	Prosedur pembinaan kearsipan meliputi :

	a.
	pemeriksaan berkas;

	b.
	penulisan indeks;

	c.
	pemberian kode klasifikasi;

	d.
	penyortiran;

	e.
	pelabelan berkas; dan

	f.
	penyimpanan.

	
	
	

	Paragraf 1

	Pemeriksaan Berkas

	
	

	Pasal 29


	Pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas dengan memeriksa lampirannya sesuai dengan yang tercantum pada surat : 

	a.
	kondisi surat; dan

	b.
	kelengkapannya.

	
	

	Paragraf 2

	Penulisan Indeks

	
	
	

	Pasal 30


	Penulisan indeks dapat berupa :

	a.
	nama orang;

	b.
	lembaga/organisasi;

	c.
	tempat/wilayah;

	d.
	masalah; dan

	e.
	kurun waktu.

	
	
	

	Paragraf 3

	Pemberian Kode Klasifikasi

	
	
	

	Pasal 31


	Pemberian kode klasifikasi dengan cara menuliskan klasifikasi terhadap berkas yang terpilih menjadi indeks berdasarkan :

	a.
	kelompok;

	b.
	pokok masalah;

	c.
	sub masalah; dan

	d.
	sub masalah yang berupa angka.



	Paragraf 4

	Penyortiran

	
	

	Pasal 32


	Penyortiran merupakan pengelompokan arsip sesuai kode klasifikasi. berkas dimasukkan ke dalam folder untuk memudahkan labelisasi dan penataan berkas di tempat penyimpanannya.

	
	

	Paragraf 5

	Pelabelan Berkas

	
	

	Pasal 33


	Pelabelan berkas merupakan kegiatan pemberian tanda pengenal berkas pada folder dengan ukuran label sesuai dengan ukuran folder.

	
	

	Paragraf 6

	Penyimpanan

	
	

	Pasal 34


	Dalam penyimpanan berkas yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

	a.
	susunan berkas tertata sedemikian rupa sehingga berkas dapat menunjukan isi informasinya;

	b.
	berdasarkan sistem angka, urutan abjad, sistem masalah sesuai dengan tujuan dan kegunaan; dan

	c.
	berdasarkan masalah yang didasarkan pada klasifikasi arsip.

	
	

	Bagian Ketiga

	Pelaksanaan Pembinaan Kearsipan

	
	
	

	Pasal 35


	(1)
	Meregistrasi/mendaftarkan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar. 

	(2)
	Mengendalikan pendistribusian naskah masuk dan naskah keluar sesuai disposisi pejabat yang berwenang.

	(3)
	Mengkoordinasikan pengelolaan arsip aktif pada unit pengolah.

	(4)
	Menerima pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah dengan retensi di bawah 10 tahun di lingkungan Perangkat Daerah.

	(5)
	Menyimpan dan mengelola arsip inaktif dari unit pengolah.

	(6)
	Menciptakan akses arsip inaktif yang mudah, cepat, dan tepat.

	(7)
	Menyajikan informasi arsip.

	(8)
	Melakukan penyusutan arsip inaktif dengan retensi di bawah 10 tahun dan berpedoman pada Jadwal Retensi Arsip.

	(9)
	Melakukan pemindahan arsip inaktif yang mempunyai retensi sekurang-kurangnya 10 tahun ke unit kearsipan (sekretariat).

	
	
	

	Pasal 36


	(1)
	Klasifikasi Arsip yang merupakan penggolongan naskah Dinas berdasarkan masalah yang dimuat didalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan, penataan, dan penemuan kembali Arsip.

	(2)
	Perincian kode klasifikasi dan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

	
	
	

	Pasal 37


	(1)
	Penataan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c merupakan Arsip yang dipindahkan dari unit pengolah ke unit kearsipan yang ditata dan di kelola sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

	(2)
	Berita Acara Pemindahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah dan pimpinan unit kearsipan.


                   BAB IX 
                       STANDAR, MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN
                     PENGAWASAN KEARSIPAN     
	Bagian Kesatu

	Standar dan Mekanisme

	
	
	
	
	
	

	Pasal 38


	(1)
	Standar mekanisme pengawasan kearsipan terdiri dari :

	
	a.
	pengawasan kearsipan eksternal; dan

	
	b.
	pengawasan kearsipan internal.

	(2)
	Pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia melalui pendeleggasian Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali ke Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten.

	(3)
	Pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten ke Perangkat Daerah Kabupaten, Desa, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan swasta, Organisasi kemasyarakatan, Organisasi politik dan perseorangan.

	
	

	Bagian Kedua

	Prosedur

	
	
	
	
	
	

	Pasal 39


	Tahapan pelaksanaan pengawasan meliputi :

	a.
	perencanaan program pengawasan kearsipan;

	b.
	pelaksanaan pengawasan berupa audit kearsipan;

	c.
	penilaian hasil pengawasan; dan

	d.
	monitoring hasil pengawasan.

	
	
	

	Paragraf 1

	Perencanaan Program Pengawasan Kearsipan

	
	
	

	Pasal 40


	Perencanaan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terdiri dari :

	a.
	jadwal waktu pengawasan;
	

	b.
	objek pengawasan;
	

	c.
	prioritas;
	

	d.
	anggaran;
	

	e.
	jenis dan metode pengawasan; dan
	

	f.
	langkah kerja.
	

	
	
	

	Paragraf 2

	Pelaksanaan Pengawasan Berupa Audit Kearsipan

	
	
	

	Pasal 41


	(1)
	Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan menggunakan instrumen audit kearsipan.

	(2)
	Instrumen Audit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

	
	a.
	pengisian formulir;

	
	b.
	wawancara; dan

	
	c.
	verifikasi lapangan.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Paragraf 3

	Penilaian Hasil Pengawasan

	
	

	Pasal 42


	(1)
	Tim Pengawas Kearsipan memberikan nilai atas hasil Pengawasan Kearsipan yang dituangkan dalam Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI).

	(2)
	Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

	
	a.
	nilai 91 - 100 dengan kategori sangat baik;

	
	b.
	nilai 76 - 90 dengan kategori baik;

	
	c.
	nilai 61 - 75 dengan kategori cukup;

	
	d.
	nilai 51 - 60 dengan kategori kurang; dan

	
	e.
	nilai dibawah atau sama dengan 50 dengan kategori buruk.

	
	
	
	
	
	

	Paragraf 4

	Monitoring Hasil Pengawasan

	
	
	
	
	
	

	Pasal 43


	Monitoring hasil pengawasan kearsipan dilaksanakan setelah satu tahun pelaksanaan audit kearsipan.

	
	
	
	
	
	


                  BAB X
                   PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP VITAL,  ARSIP ASET DAN ARSIP   
                  TERJAGA

	Bagian Kesatu

	Program Pengelolaan Arsip Vital

	
	
	
	
	
	

	Pasal 44


	Pengelolaan arsip vital meliputi :

	a.
	identifikasi;
	

	b.
	penataan;
	

	c.
	perlindungan dan pengamanan;
	

	d.
	penyelamatan dan pemulihan; dan
	

	e.
	akses dan layanan.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Paragraf 1

	Identifikasi

	
	
	
	

	Pasal 45


	Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a  meliputi kegiatan :

	a.
	analisis organisasi;
	

	b.
	pendataan;
	

	c.
	penentuan Arsip Vital; dan
	

	d.
	penyusunan daftar Arsip hasil identifikasi.

	
	
	

	Paragraf 2

	Penataan

	
	
	

	Pasal 46


	Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b  meliputi kegiatan :

	a.
	pendeskripsian;

	b.
	pengelompokan;
	

	c.
	pemberkasan;
	

	d.
	penyusunan daftar Arsip Vital; dan
	

	e.
	penyusunan daftar induk Arsip Vital.
	

	
	
	
	

	Paragraf 3

	Perlindungan dan Pengamanan

	
	
	
	

	Pasal 47


	Perlindungan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c  meliputi kegiatan :

	a.
	faktor-faktor perusak;

	b.
	metode perlindungan;
	

	c.
	pengamanan fisik dan informasi; dan
	

	d.
	penyimpanan.
	

	
	
	
	

	Paragraf 4

	Penyelamatan dan Pemulihan

	
	
	
	

	Pasal 48


	(1)
	Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44  huruf d merupakan kegiatan evakuasi arsip vital sedangkan pemulihan merupakan kegiatan stabilisasi dan perlindungan arsip yang dievakuasi.

	(2)
	Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d meliputi :

	
	a.
	stabilisasi dan perlindungan Arsip yang dievakuasi; 

	
	b.
	penilaian tingkat kerusakan;

	
	c.
	pelaksanaan penyelamatan; dan

	
	d.
	prosedur penyimpanan kembali dan evaluasi.

	
	
	

	Paragraf 5

	Akses dan Layanan

	
	
	

	Pasal 49


	Akses dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e meliputi :

	a.
	akses dan layanan internal; dan

	b.
	akses dan layanan eksternal.

	
	
	
	
	
	

	Pasal 50


	Untuk menentukan Arsip Vital dilakukan pengujian terhadap kesesuaian antara kriteria Arsip Vital dengan hasil analisis organisasi dan analisis pendataan sehingga dapat ditentukan jenis arsip vital meliputi :

	a.
	kebijakan strategis (peraturan pimpinan dan keputusan pimpinan selama masih berlaku);

	b.
	Memorandum Of Understanding dan perjanjian kerja sama baik dalam maupun luar negeri selama masih berlaku;

	c.
	arsip aset Daerah (sertifikat tanah, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor, gambar gedung, dll;

	d.
	arsip hak paten dan copy right;

	e.
	berkas perkara pengadilan;

	f.
	file pribadi;

	g.
	batas wilayah antar Kabupaten dan Kota; dan

	h.
	dokumen pengelolaan keuangan Daerah.

	
	
	
	
	
	

	Bagian Kedua

	Arsip Aset

	
	
	
	
	
	

	Pasal 51


	(1)
	Aset /barang yang dikuasi/dimiliki oleh Pemerintah Daerah (sumber dananya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang sudah diserah terimakan kepada Pemerintah Daerah).

	(2)
	Penelusuran Arsip Aset dilakukan terhadap Arsip Aset yang sudah teridentifikasi dalam daftar rekapitulasi namun berketerangan tidak lengkap dan tidak asli (duplikasi).

	(3)
	Penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengetahui keberadaan Arsip Aset.

	(4)
	Sarana yang digunakan dalam penelusuran Arsip Aset :

	
	a.
	daftar rekapitulasi arsip aset;

	
	b.
	arsip aset yang sudah teridentifikasi; dan

	
	c.
	formulir penelusuran arsip aset.

	
	
	
	
	
	

	Bagian Ketiga

	Arsip Terjaga

	
	
	
	
	
	

	Pasal 52


	(1)
	Kategori Arsip Terjaga diantaranya :

	
	a.
	kependudukan;

	
	b.
	kewilayahan;
	

	
	c.
	kepulauan;
	

	
	d.
	perbatasan;
	

	
	e.
	perjanjian;
	

	
	f.
	kontrak karya; dan
	

	
	g.
	masalah Pemerintahan yang strategis.

	(2)
	Pendataan Arsip Terjaga dilaksanakan setelah dilakukan study refrensi terhadap seluruh ketentuan hukum yang mendasari oprasional organisasi.

	(3)
	Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara langsung ke unit kerja ataupun dengan mendistribusikan kuissioner pendataan.

	(4)
	Data yang dikumpulkan antara lain unit kerja, jenis arsip, media simpan, klasifikasi keamanan dan akses, volume, waktu, retensi, tingkat perkembangan dan kondisi arsip.

	
	
	
	


                 BAB XI
                  MEKANISME DAN TATA CARA PENYUSUTAN ARSIP
	Bagian Kesatu

	Mekanisme

	
	
	
	
	

	Pasal 53


	Penyusutan Arsip merupakan pemindahan Arsip Inaktif dilakukan melalui :

	a.
	pemindahan Arsip Inaktif yang memiliki retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan; dan

	b.
	pemindahan Arsip Inaktif yang memiliki retensi 10 (sepuluh) tahun dilakukan Perangkat Daerah ke Lembaga Kearsipan Daerah.

	
	
	
	
	

	Pasal 54


	(1)
	Pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan dilaksanakan oleh pengelola Arsip yang berkedudukan di bawah kepala Unit Pengolah dan Kepala Unit Kearsipan setelah melewati Retensi Arsip Aktif.

	(2)
	Arsip Inaktif yang akan dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari beberapa jenis Arsip yaitu:

	
	a.
	arsip tekstual;

	
	b.
	arsip katografi; dan
	
	

	
	c.
	arsip bentuk khusus.
	
	

	
	
	
	
	

	Bagian kedua

	Tata Cara

	
	
	
	
	

	Pasal 55


	Pelaksanan Pemindahan Arsip Inaktif dilakukan dengan:

	a.
	pemeriksaan arsip;
	

	b.
	pemindahan arsip;
	
	

	c.
	penataan arsip; dan
	
	

	d.
	berita acara pemindahan arsip.
	

	
	
	
	
	

	Pasal 56


	(1)
	Pemeriksaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, dilakukan pada daftar Arsip untuk mengetahui Arsip yang akan dipindahkan.

	(2)
	Pemindahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, merupakan hasil pemeriksaan yang dituliskan dalam laporan pemeriksaan sebagai dasar pembuatan berita acara Pemindahan Arsip.

	(3)
	Penataan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, merupakan Arsip yang dipindahkan dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan yang ditata dan dikelola sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

	(4)
	Berita acara Pemindahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, ditandatangani oleh pimpinan Unit Pengolah dan pimpinan Unit Kearsipan.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Bagian Ketiga

	Penyusutan Arsip Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip

	
	
	
	
	

	Pasal 57


	(1)
	Tujuan pelaksanaan penyusutan Arsip berdasarkan JRA adalah:

	
	a.
	tertatanya arsip aktif maupun inaktif di Lingkungan Pemerintah Daerah;

	
	b.
	meningkatnya daya guna dan hasil guna Arsip sebagai bahan dalam pengambilan keputusan/kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

	
	c.
	mengendalikan penambahan Arsip dan menjamin keselamatan dan keutuhan Arsip yang bernilai guna permanen sebagai bahan bukti pertanggung jawaban Pemerintah Daerah.

	(2)
	Kegiatan penyusutan berdasarkan JRA dilakukan secara teratur dan terencana dengan cara:

	
	a.
	menyeleksi Arsip yang telah melewati masa simpan aktif dan menjadi Inaktif untuk dituangkan dalam daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan;

	
	b.
	menyeleksi Arsip Inaktif yang nasib akhirnya musnah pada kolom keterangan untuk dituangkan dalam daftar Arsip yang dimusnahkan;

	
	c.
	menyeleksi Arsip yang dalam kolom keterangan nasib akhirnya permanen untuk dituangkan dalam daftar Arsip yang diserahkan; dan

	
	d.
	menyeleksi Arsip Inaktif yang telah melewati masa simpan Inaktif dan dalam kolom keterangan nasib akhirnya dinilai kembali, dituangkan dalam suatu daftar arsip untuk dilakukan penilaian kembali, apakah akan tetap disimpan atau diusulkan musnah.

	
	
	
	
	

	Pasal 58


	JRA dibedakan menjadi dua (2) jenis yaitu :

	a.
	JRA Substantif merupakan tugas pokok organisasi; dan

	b.
	JRA Fasilitatif merupakan tugas penunjang organisasi.

	
	
	
	
	

	Pasal 59


	JRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

	
	
	
	
	


                 BAB XII
                   TATA CARA, PROSEDUR, MEKANISME DAN KETENTUAN 
                  PELAKSANAAN PENYERAHAN ARSIP STATIS                
	Bagian Kesatu

	Tata Cara

	
	
	
	
	
	

	Pasal 60


	Tata cara penyerahan Arsip Statis meliputi :

	a.
	menyusun daftar Arsip yang akan diserahkan;

	b.
	mencocokkan antara daftar arsip yang diserahkan dengan arsipnya;

	c.
	memilah dan membungkus Arsip dengan kertas cassing atau sampul pembungkus dan memberikan label;

	d.
	menata arsip ke dalam box arsip berdasarkan nomor arsip;

	e.
	memberikan label pada box, dengan keterangan nama pencipta arsip, tahun pencipta arsip, nomor Arsip, dan nomor box;

	f.
	penyiapan naskah berita acara;

	g.
	penandatanganan naskah berita acara; dan

	h.
	proses pengiriman / pengangkutan Arsip Statis dari Pencipta Arsip ke Lembaga Kearsipan.

	

	Bagian Kedua

	Prosedur

	
	
	
	
	
	

	Pasal 61


	Arsip statis dapat diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah dengan syarat :

	a.
	telah habis retensinya dan berketerangan permanen berdasarkan JRA;

	b.
	tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara; dan

	c.
	memiliki nilai guna kesejarahan.

	
	
	
	
	
	

	Bagian Ketiga

	Mekanisme

	
	
	
	
	
	

	Pasal 62


	(1)
	Penyerahan dilakukan terhadap arsip bernilai guna permanen yang telah habis masa simpannya.

	(2)
	Penyerahan Arsip Statis ke Lembaga Kearsipan Daerah dilakukan paling kurang satu kali dalam 10 (sepuluh) tahun.

	(3)
	Penyerahan arsip statis dilakukan dari unit Kearsipan  kepada Lembaga Kearsipan Daerah dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Arsip Statis.

	
	


                BAB XIII
                     MEKANISME, PROSEDUR DAN TATA PENGELOLAAN ARSIP 

                STATIS

	Bagian Kesatu

	Mekanisme

	
	
	
	
	
	

	Pasal 63


	Pengelolaan arsip statis dapat dilakukan dengan cara :

	a.
	penataan; dan

	b.
	melakukan perawatan.

	
	
	
	
	
	

	Pasal 64


	Penataan Arsip Statis sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 63 huruf a meliputi :

	a.
	mempersiapkan rak;

	b.
	memberikan penomoran pada rak; dan

	c.
	membuat daftar Arsip Statis.

	
	
	
	
	
	

	Pasal 65


	Perawatan Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi :

	a.
	memberikan kapur barus;

	b.
	fumigasi/penyemprotan; dan

	c.
	preservasi/memperbaiki arsip yang rusak.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Bagian Kedua

	Prosedur

	
	
	
	
	
	

	Pasal 66


	Prosedur pengelolaan Arsip Statis meliputi :

	a.
	akuisisi;
	
	

	b.
	pengolahan;
	
	

	c.
	preservasi; dan
	
	

	d.
	akses.
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pasal 67


	(1)
	Pelaksanaan akuisisi Arsip Statis dimulai dari tahap monitoring, tahap penilaian, tahap pelaksanaan dan serah terima arsip statis.

	(2)
	Kegiatan pengolahan Arsip Statis dimulai dari maneuver arsip, deskripsi arsip, penyimpanan arsip, dan membuat daftar inventaris arsip.

	(3)
	Kegiatan preservasi Arsip Statis meliputi pengendalian hama, reproduksi Arsip, dan perencanaan menghadapi bencana.

	(4)
	Arsip Statis dapat diakses melalui Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD).


                    BAB XIV
                    AKUISISI ARSIP STATIS
	Bagian Kesatu

	Prinsip Akuisisi Arsip Statis

	

	Pasal 68


	(1)
	Prinsip akuisisi Arsip Statis dilakukan dengan cara :

	
	a.
	penarikan Arsip Statis oleh Lembaga Kearsipan dari Pencipta Arsip; dan / atau

	
	b.
	serah terima Arsip Statis dari Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan.

	(2)
	Arsip Statis yang diakuisisi oleh Lembaga Kearsipan ditetapkan sebagai Arsip Statis melalui proses penilaian berdasarkan :

	
	a.
	pedoman penilaian ;

	
	b.
	kriteria; dan
	
	

	
	c.
	jenis Arsip yang memiliki nilai guna sekunder.

	(3)
	Arsip Statis diakuisisi dalam keadaan teratur dan terdaftar, sesuai bentuk dan media, serta mengacu pada prinsip asal usul dan aturan asli.

	(4)
	Serah terima Arsip Statis dari hasil kegiatan Akuisisi Arsip Statis wajib didokumentasikan melalui pembuatan naskah serah terima Arsip, berupa :

	
	a.
	berita acara serah terima arsip;

	
	b.
	daftar arsip Statis yang diserahkan berikut riwayat hidup; dan

	
	c.
	arsip statis yang diserahkan.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Bagian Kedua

	Strategi Akuisisi Arsip Statis

	
	
	
	
	

	Pasal 69

	

	(1)
	Strategi Akuisisi merupakan koordinasi antara Lembaga Kearsipan Daerah dengan pencipta arsip.

	(2)
	Strategi akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

	
	a.
	mengarahkan sasaran Akuisisi dengan memberi batasan dalam memperoleh Arsip Statis untuk mencegah perolehan arsip yang tidak layak disimpan permanen;

	
	b.
	mempertimbangkan sumber daya dalam menerima hasil Akuisisi, diantaranya fisik arsip yang di Akuisisi serta kemampuan depot Arsip Statis untuk mengelola, melestarikan, dan menyediakan akses kepada publik; dan

	
	c.
	menetapkan proses serah terima Arsip agar memiliki kekuatan hukum dan konsekwensi yang harus dilaksanakan oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Akuisisi Arsip Statis.

	
	
	

	Bagian Ketiga

	Penelusuran Arsip Statis

	
	
	
	
	

	Pasal 70


	(1)
	Penelusuran Arsip Statis di lingkungan Pencipta Arsip diawali dengan pemahaman terhadap sumber Arsip atau keberadaan Arsip Statis serta jenis Arsip Statis yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip dan Pemilik Arsip.

	(2)
	Penelusuran merupakan proses kegiatan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Akuisisi Arsip.

	(3)
	Kegiatan pengumpulan data sebagaimana pada ayat (2) dilakukan terhadap srtuktur dan fungsi organisasi yang tercermin dalam arsipnya serta untuk mengetahui perkembangan organisasi.

	(4)
	Pendataan fisik Arsip dilakukan untuk mengidentifikasi mengenai:

	
	a.
	kondisi fisik;
	
	

	
	b.
	kondisi tempat penyimpanan;
	
	

	
	c.
	media rekam;
	
	

	
	d.
	jumlah;
	
	

	
	e.
	kurun waktu;
	
	

	
	f.
	sistem penataan;
	
	

	
	g.
	asal Arsip; dan
	
	

	
	h.
	lokasi penyimpanan.
	
	

	Bagian Keempat

	Penilaian Arsip Statis

	
	
	
	
	

	Pasal 71


	(1)
	Penilaian Arsip Statis dilakukan oleh Lembaga Kearsipan.

	(2)
	Penilaian Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menyeleksi Arsip yang telah dinyatakan habis masa retensinya dan atau berketerangan permanen oleh Pencipta Arsip.

	(3)
	Penilaian Arsip Statis dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

	
	a.
	pendekatan makro;

	
	b.
	analisis fungsi organisasi;
	
	

	
	c.
	subtansi informasi;
	
	

	
	d.
	analisis karakteristik fisik Arsip; dan
	
	

	
	e.
	penilaian terhadap Arsip bentuk khusus.
	
	

	
	
	
	
	

	Pasal 72


	Pendekatan makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf a yaitu penilaian Arsip yang dilakukan dengan mengedepankan tema sosial sehinggga dimungkinkan informasi Arsip tidak hanya terdapat pada satu Pencipta Arsip saja tetapi terdapat di beberapa Pencipta Arsip.

	Pasal 73


	Analisis fungsi organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf b dilakukan dengan :

	a.
	mengkaji fungsi dari seluruh bidang yang terdalam organisasi;

	b.
	memahami fungsi organisasi secara utuh dalam struktur organisasi;

	c.
	memahami keterkaitan fungsi dengan kegiatan dan transaksi dalam setiap unit kerja dalam struktur organisasi;

	d.
	memahami sifat program kegiatan; dan

	e.
	mengindentifikasi keberadaan spesialisasi kegiatan sebagai dasar pengelompokan seri Arsip.

	
	

	Pasal 74


	Substansi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf c dilakukan dengan:

	a.
	melakukan identifikasi Arsip mengenai kebijakan yang relevan dengan program;

	b.
	menggabungkan Arsip dari berbagai kegiatan dan transakasi yang berkaitan sehingga membentuk seri Arsip;

	c.
	mempertimbangkan keberadaan kasus penting sebagai Arsip bernilai guna permanen; dan

	d.
	menilai hubungan antara Arsip elektronik dengan sistem yang memungkinkan penilaian informasi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan integritas aspek fisik serta informasi yang terkandung didalamnya.

	
	
	
	
	

	Bagian Kelima

	Verifikasi Arsip Statis

	Pasal 75


	(1)
	Verifikasi dilakukan terhadap Arsip Statis yang tercantum dalam JRA yang berketerangan permanen dan / atau memiliki nilai kesejarahan tetapi belum tercantum dalam JRA.

	(2)
	Lembaga Kearsipan berhak menolak Arsip yang akan diserahkan apabila dalam melakukan verifikasi terdapat Arsip yang tidak memiliki kriteria sebagai Arsip Statis.

	(3)
	Verifikasi terhadap Arsip Statis dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

	
	a.
	verifikasi langsung; atau

	
	b.
	verifikasi tidak langsung.
	
	

	
	
	
	
	

	Pasal 76


	(1)
	Verifikasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf a dilakukan terhadap Pencipta Arsip yang telah mempunyai JRA.

	(2)
	Verifikasi langsung dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

	
	a.
	memeriksa kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik serta nilai informasi Arsip Statis dengan mempertimbangkan konteks, isi, dan struktur; dan

	
	b.
	melakukan penilaian Arsip sesuai dengan JRA setelah pemeriksaan fisik arsipnya lengkap.

	
	
	

	Pasal 77


	(1)
	Verifikasi tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap Pencipta Arsip yang belum mempunyai JRA.

	(2)
	Verifikasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :

	
	a.
	lembaga / organisasi; dan

	
	b.
	perorangan.
	
	

	(3)
	Verifikasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

	
	a.
	memeriksa Arsip sesuai daftar Arsip;

	
	b.
	menilai Arsip yang memiliki nilai guna primer dan sekunder;

	
	c.
	menyusun daftar Arsip Statis; dan

	
	d.
	melakukan Akuisisi Arsip Statis berdasarkan daftar Arsip Statis yang diserahkan.

	(4)
	Verifikasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

	
	a.
	memeriksa Arsip sesuai daftar;

	
	b.
	menilai Arsip yang memiliki nilai guna primer dan sekunder;

	
	c.
	menetapkan status Arsip menjadi simpan sebagai Arsip perorangan, simpan permanen untuk diserahkan ke Lembaga Kearsipan;

	
	d.
	menyusun daftar Arsip Statis; dan

	
	e.
	melakukan Akuisisi Arsip Statis berdasarkan daftar Arsip Statis yang diserahkan.

	
	
	
	
	

	Bagian Keenam

	Kriteria dan Jenis Arsip Yang Memiliki  Nilai Guna Sekunder

	Pasal 78


	(1)
	Arsip yang harus diselamatkan dan dilestarikan sebagai Arsip Statis oleh Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yaitu Arsip yang bernilai guna sekunder.

	(2)
	Arsip yang memiliki nilai guna sekunder meliputi :

	
	a.
	arsip yang bernilai guna keberadaan (evidensial);
	
	

	
	b.
	arsip yang bernilai guna informasional; dan
	
	

	
	c.
	arsip yang bernilai guna intristik.
	
	

	
	
	
	
	

	Bagian Ketujuh

	Daftar Pencarian Arsip

	
	
	
	
	

	Pasal 79


	(1)
	Lembaga Kearsipan wajib membuat Daftar Pencarian Arsip terhadap Arsip Statis yang belum diserahkan oleh Pencipta Arsip.

	(2)
	Daftar Pencarian Arsip membuat Arsip yang masih dicari dan belum tersimpan di Lembaga Kearsipan.

	(3)
	Daftar Pencarian Arsip diumumkan oleh Lembaga Kearsipan kepada publik baik melalui media cetak dan / atau media elektronik sesuai wilayah kewenangannya dengan tujuan untuk menyampaikan dan menyebarluaskan informasi mengenai Arsip yang dicari sehingga Arsip yang telah dinyatakan hilang dapat ditemukan kembali.

	(4)
	Daftar Pencarian Arsip dibuat dan diumumkan oleh Lembaga Kearsipan terhadap Arsip Statis berskala Kabupaten yang diciptakan oleh Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah yang belum disimpan di Lembaga Kearsipan sebagai memori kolektif Daerah.

	
	
	
	
	

	Pasal 80


	Kriteria Arsip Statis yang masuk dalam kategori harus dibuat Daftar Pencarian Arsip adalah sebagai berikut :

	a.
	Arsip milik negara dalam berbagai bentuk dan media yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah;

	b.
	Arsip yang tercantum dalam JRA dan retensinya telah selesai serta berketerangan permanen;

	c.
	Arsip yang dinyatakan dan/ atau belum tercantum dalam JRA dan dinyatakan sebagai Arsip Statis oleh Lembaga Kearsipan bersama Pencipta Arsip; dan

	d.
	Arsip yang dinyatakan hilang oleh Lembaga Kearsipan setelah dilakukan identifikasi dan penelusuran Arsip Statis.

	
	
	
	
	

	Pasal 81


	(1)
	Daftar Pencarian Arsip dibuat sekurang-kurangnya memuat unsur sebagai berikut:

	
	a.
	pencipta arsip;

	
	b.
	nomor arsip;
	
	

	
	c.
	kode klasifikasi;
	
	

	
	d.
	informasi arsip;
	
	

	
	e.
	media arsip;
	
	

	
	f.
	kurun waktu;
	
	

	
	g.
	jumlah arsip; dan
	
	

	
	h.
	keterangan.
	
	

	(2)
	Daftar Pencarian Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

	
	
	
	
	


                BAB XV
               MASA TERTUTUP DAN TERBUKANYA ARSIP STATIS

	Bagian Kesatu

	Sistem Klasifikasi Keamanan 

	
	
	
	
	
	

	Pasal 82


	Sistem Klasifikasi Keamanan akses Arsip Dinamis yang sudah menjadi Statis disusun sebagai dasar untuk melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan publik terhadap akses arsip, pada prinsipnya terbuka dan dapat diakses oleh publik kecuali yang dinyatakan tertutup.

	

	Pasal 83


	Pencipta Arsip dapat menutup akses atas Arsip apabila Arsip dibuka untuk umum dapat :

	a.
	menghambat proses penegakan hukum;

	b.
	mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

	c.
	membahayakan keamanan dan pertahanan negara;

	d.
	menggungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;

	e.
	merugikan ketahanan ekonomi nasional;

	f.
	merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri; dan

	g.
	mengungkapkan isi autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;

	h.
	mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan

	i.
	mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu di rahasiakan;

	j.
	membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan prasarana penegak hukum;

	k.
	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

	
	
	
	
	
	

	Bagian Kedua

	Analisis Fungsi Unit Kerja Dalam Organisasi dan Job Description

	
	
	
	
	
	

	Pasal 84


	(1)
	Analisis fungsi unit kerja dalam organisasi dilakukan terhadap unit kerja yang menjalankan fungsi baik substantif maupun fasilitatif dengan tujuan untuk menentukan fungsi strategis dalam organisasi.

	(2)
	Fungsi substantif atau utama merupakan kegiatan utama suatu organisasi dan fungsi fasilitatif merupakan kegiatan pendukung suatu organisasi

	(3)
	Arsip yang dihasilkan berdasarkan fungsi substantif, yang mempunyai nilai – nilai strategis bagi individu, masyarakat, organisasi dan pemerintah.

	(4)
	Sedangkan arsip yang dihasilkan berdasarkan fungsi fasilitatif pada setiap organisasi seperti secretariat, keuangan dan kepegawaian.

	
	
	
	
	
	

	Pasal 85



	Penentuan kategori klasifikasi keamanan berdasarkan identifikasi ketentuan hukum, analisis fungsi unit kerja dalam organisasi dan job description serta analisis resiko, dapat ditentukan kategori klasifikasi keamanan yaitu:

	a.
	sangat rahasia apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa;

	b.
	rahasia apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi. Apabila informasi yang terdapat dalam arsip bersifat sentitif bagi lembaga atau organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilagnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi;

	c.
	terbatas apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Pemerintahan, seperti kerugian finansial yang signifikan; dan

	d.
	biasa atau terbuka apabila dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan Negara.

	
	
	
	
	
	

	Pasal 86


	Pengguna yang berhak di lingkungan internal instansi yaitu :

	a.
	penentuan kebijakan mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada dibawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

	
	1.
	pemimpin tingkat tertinggi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;

	
	2.
	pimpinan tingkat tinggi (satu tingkat di bawah pimpinan tingkat tertinggi) mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada diwabah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tinggidan yang satu tingkat dengan unit yang diluar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan ijin; dan

	
	3.
	pimpinan tingkat menengah (satu tingkat dibawah pimpinan tingkat tinggi) mempunyai kewenangan untuk mengakses    seluruh    arsip   yang     berada    dibawah 
kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, dan satu tingkat dengan unit diluar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan ijin.

	
	
	

	b.
	pelaksanaan kebijakan mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada dibawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan tingkat menengah, dan yang satu tingkat diatas unit kerjanya kecuali telah mendapat ijin.

	c.
	pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat. 



	Pasal 87


	Pengguna yang berhak dilingkungan eksternal instansi yaitu :

	a.
	publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/terbuka;

	b.
	pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP); 

	c.
	aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani dalam rangka melaksanakan fungsi penegak hukum.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pasal 88


	(1)
	Arsip Berklasifikasi Sangat Rahasia, hak akses diberikan kepada pimpinan tertinggi lembaga dan yang setingkat dibawahnya apabila sudah diberikan ijin, pengawasan internal/ eksternal dan penegak hukum.

	(2)
	Arsip Berklasifikasi Rahasia, hak akses diberikan kepada pimpinan tingkat tinggi dan setingkat dibawahnya apabila sudah diberikan ijin, pengawas internal/ eksternal dan penegak hukum.

	(3)
	Arsip Berklasifikasi  Terbatas, hak akses diberikan kepada pimpinan tingkat menengah  dan setingkat dibawahnya apabila sudah diberikan ijin, pengawas internal/ eksternal dan penegak hukum.

	(4)
	Arsip Berklasifikasi Biasa / Terbuka, hak akses diberikan kepada semua tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan.

	

	Pasal 89

	(1)
	Pengamanan Tingkat Klasifikasi berdasarkan tingkat keamanan dan akses arsip, pencipta arsip mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan  pengamanan  fisik arsip maupun informasinya sesuai dengan tingkat klasifikasi.

	(2)
	Penyimpanan dalam rangka penanganan fisik maupun informasi arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi dapat dilakukan dengan alih media arsip.


                  BAB XVI
                   TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI
	Pasal 90


	(1)
	Sanksi administratif dikenakan pada pelaku pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan kearsipan yang ditetapkan berdasarkan tingkatan Pemerintahan, mulai dari tingkat Desa dan Kabupaten.

	(2)
	Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai dengan jenis pelanggaran administratif yang telah dilakukan. 

	(3)
	Bentuk sanksi administratif meliputi :

	
	a.
	denda;

	
	b.
	teguran;

	
	c.
	peringatan tertulis;

	
	d.
	pembekuan kegiatan sementara; dan

	
	e.
	pencabutan hak untuk mengelola arsip.


                        BAB XVII

                     KETENTUAN PENUTUP

	Pasal 91


	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.
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